
BUIDATI I(ATINGAN

PERATURAN BUPATI I(ATINGAN
NOMOIT : z\ \ TAIIUN 2OLz

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGH.ETPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGT}RANGAN ATAU PEMI|IATALAN KETETAPAN

PA^IAI( BUMI D.A,N BANG}UNAI{ PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang : a.

BUPATI I{ATINGAN,

bahwa ber<lasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang
Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Deierah, serta Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2OlL tentang Pajak
Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis P4iak Daerah
Kabupaten/Kota;
bahwa datam rangka pengaturan pelaksanaan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan
dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Katingan perlu
adanya pengaturan dalam penyeleng gar aannsra ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b di atAq perlu ditetapkan
Peraturan Etupati Katingan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nqmor 3312) sebagaimana
diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 199+
(Lembaran i\egara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Pulang Pisiau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Elarito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a18O) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembeiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diuberh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2OO5 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
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undang-unclang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahia.n Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran l\egara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 454t\), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Notnor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8afl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO9 tentang Pelayanan
Pubtik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg

Nomor ll2, Tambahan Lembraran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tenta-ng Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'l'ahun 2OO9 Nomor 1{:}0, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl ten&lng
Pembentukia"n Peraturan Perundang -undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82,
Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a|' ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahein Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Neg;ara Republik Indonesia
Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737)":;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2AOS tentang
Pengelolaan. Keuangan Daera.h (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran ltegara Republik Indonesia Nomor a5781;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OOT tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan
Lembaran l{egara Republik Indonesia Nomor a738);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 9l Tahun 2OlO tentang
Jenis Paja.k Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OlO Nomor 153);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OOB tentang
Pembagian Urusan Pemerinlahan yang menjadi
Kewenanga:n Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kakrupaten Katingan Tahlrn 2OO8 Nomor 3);



Menetapkan :

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2oll tentang
Perubahan atas Peraturan Daererh Nomor 5 Tahun 2008
Tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Katingan (Lembarar.n Daerah Kabupaten
Katingan Tahun 2oll Nomor 3);

14. Peraturan .Daerah Nomor 8 Ta}lrun 2OIl tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2}ll Nomor 8 );

MEMUTUSKAN:
PERATURAI\I BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PEIVGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRJITIF DAN PE:NGURANGAN ATAU
PEMBATAL.ATN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN,PERDESAAN DAN PEITKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Dar:rah dan DPRD menurut
asas otonclmi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Dzrerah yar:.g selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Katingan;

Bupati ada.lah Bupati Katingan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Katlupaten Katingan;

Pejabat ar:lalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaterr Katingan yang diberi
tugas tertentu dibidang Perpajak.an Daerah dan Retribusi
Daerah ser;uai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;

KecamatanL adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah KabuPaten;

9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai u-nsur
penyelengg,iaraan Pemerintah Keh'rrahan

1o.Kepa1a Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa
Kabupaten Katingan;
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1 1.Kas Umurn Daerah adalah tempat menyimpan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh penerimaa::r daerah dan membayar
seluruh pertgeluaran daerah;

l2.Pajak Daerah, yang selanjutnyi,r disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh
pribadi ata.u badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besiarnya kemakmuran ralqyat;

13.Pajak Burmi dan Bangunan arCalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatk,an oleh Qrailg pribeLdi atau Badan kecuali
kawasan yang digunakan uLntuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

l4.Bumi adalah permukaan bumi yang meiiputi tanah dan
perairan pe,:dalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;

l5.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
pedalaman dan/ atau laut;

16.Subjek Pqjak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak;

17.Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP,
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar', dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, N,JOP ditentukan melalui
perbandinglan harga dengan objek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;

18.Wajib Pajak adalah orang priberdi atau Badan meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewer.jiban perpajakan sesuai
dengan I<etentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

19.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender;

2o.Masa Pajal< adalah Jangka wakt.u l(satu) bulan kelender
atau jangl'i:a waktu .lain yang diatur dengan peraturan
Daerah paling lama 3(tiga) bulan kelender, yang menjadi
dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkar: pajak yang terhutang;

2t.Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suafu saat, dalam Masa Petjak, dalam Tahun Pajak,
atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
pe raturan perundang-undan gan perpaj akan dae.rah;

22.Surat Pernberitahuan Objek I'ajak, yang selanjutnya
disingkat S}POP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untutk melaporkan data subjek pqjak dan objek
Pajak Burni dan Bangunan llermasuk untuk sektor
Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentrran
perundang-undangan perpaj akarr daerah;



23.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya
disingkat |SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberital:ukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang
terhutang kepada Wajib Pajak

24.Surat Kel.etapan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat {SKPD, adalah surat yang digunakan untuk
menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah
ditetapkan;

25.Surat Ketetapan Pajak Daeral:r Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan
pajak yangl menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kre:dit pajak, jumlah l+ekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi actministratif , dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar;

26.Surat Ketetapan Pajak Daerah K.urang Bayar Tambahan,
yang selar.Ljutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat
ketetapan pajak yang menentuka.n tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan;

27.Surat Ketr:tapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnyar disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan
pajak yang, menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terhutang atau sehan-rsnya tidak terutang;

28.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat S}KPDN, adalah sural- ketetapan pajak yang
menentuka.n jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada
kredit pajah;

29.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah rlilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilak'ukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

30.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan p4iak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda;

3l.Surat Keprutusan Pembetulan zrdalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang
tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan. daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SUTAT
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan;

32.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN, SIKPDLB, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga )rang diajukan oleh wajib
pajak;
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33.Banding aclalah upaya hukum ya.ng dapat dilakukan oleh
wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat diqjukan banding berdasarkan
peraturan perundang - undangan perpajakan yang
berlaku;

34.putusan Branding adalah putusan badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat K.eberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak;

3s.Pemungut€m adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
rangkaian penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannYa;

36.Pemeriksaein adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengcllah data, keterangan, danf atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan perundang-undangan
perpajakan daerah dan retribusi daerah;

37.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adaiah ser"angkaian tindakan yang dilakukan Penyidik
untuk merrcari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya;

38.Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak
Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian,
perumahau, perkantoran, pertok.oan, industri serta objek
khusus perkotaan;

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PE}NGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF' DAN PENGURANGAI\I ATAU PEMBATALAN

KETETAPAN PIIiJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

Pasal 2

Bupati atau Kepal;:r Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau
atas permohonan 'Wajib Pajak dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskem sanksi administratif
PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan
Wajib Pajak; dern/atau

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB,
STPD PBB, SITPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB,
atau SKPDN PEIB, yang tidak benar.
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Pasal 3

(1) Pengurrangan atau penghapusan sanksi administratif' 'sebagarimana 
climaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat

dilakukan terhradap sanksi administratif yang tercantum
dalam :

STPD PBB;
SKPD PBB;
SKPDKB PBES; atau
SKI'DKBT PEiB.

(2) Pengurangan SiPPT PBB, SKPD PBII, STPD PBB, SKPDKB
PBB, SKPDKB,T PBB, SKPDLB P]38, AtAU SKPDN PBB
sebageLimana ,rlimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat
dilakukan dalarn hal:

a. ter<lapat ketidakbenaran atas:
1) luas objejk pajak bumi dan/atau bangunan;
2) Nilai Jual Objek Pajak bunri dan/atau bangunan;

dan/ataut
3) penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada

SPPT PBE], SKPD PBB, atau STPD PBB;
b. ter<lapat ketidakbenaran atas:

1) Nilai Perolehan Objek Pajak; dan/atau
2) penafsiran peraturan perundang-undangan PBB, pada

SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN
PBB, atau STPD PBB.

(3) Pembataian SPPI PBB, SKPD PBI3, STPD PBB, SKPDKB
PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat
d"ilakukan aperbila SPPT PBB, SI(PD PBB, STPD PBB,
SKPDI(B PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB,
tersebut seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 4
(1)'Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif s,ebagaimana dimaksud dalam Pasal -2 huruf a
harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) penmohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB; STPD
PBl3, SKPDI(B PBB, SKPDKBT PBB, atau SPPT PBB;

b. dia.jukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya sanllisi administratif y€u3-g

dimohonkarr. pengurangan ataul penghapusan disertai
alasan yang mendukung permohonannya;

c. diajukan ll<epada
PendapatanL;

Bupati melalui Kepala Dinas

e. dilampiri fotocopy SKPD PBB, S:I'PD PBB, SKPDKB PBB,
SK.PDKBT PBB atau SPPI PEIB, yang dimohonkan
pengurangaLrr atau penghapusan sanksi administratif;

a.
b.
c.
d.

7



e. Wajrib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan
keberatan namun tidak dapat riipertimbangkan, atau
mengajukan keberatan kemudian mencabut
keberatannyzl, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau
SKI'}DKBT PBB, dalam hal yan51 diajukan permohonan
pen.gurangalr. atau penghapr.lsan adalah sanksi
adnninistratif yang tercantum dali,rm SKPD PBB, SKPDKB
PBI3, atau SIGDKBT PBB;

f. Wajiib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan
keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau
merrgajukan keberatan llemudian mencabut
keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang
terkait denp;an STPD PBB, dalam hal yang diajukan
per.mohonan pengurangan atau. penghapusan adalah
sanksi admi:nistratif yang tercantrlm dalam STPD PBB;

Wa.1ib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang
dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi
adnainistratitl yang tercantum da.lam SKPD PBB, STPD
PBII, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBI:]; dan

Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan dita.ndatangani oleh bukan
Wa,iib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. surat p,r:rmohonan harus clilampiri dengan Surat
lKuasa Khusus untuk:

a) Wajib Pajak badan; atau

lb) Wajib Pajak orang pribadi <lengan pajak yang tidak
atau kurang dibayar yang menjadi dasar
pengh:itungan sanksi adrninistratif lebih banyak
dari Rp 2,000.000,00 (dua juta rupiah);

2. harus dilampiri dengan surert kuasa, untuk Wajib
.Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau
.kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan
sanksi administratif pa-ling banyak Rp 2.OOO-OOO,0O

(dua juta rupiah).

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif yang tidak memenuhi persyaratan
sebagerimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan
sebagzri permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan
dan lcepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan
secara. tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak
permohonan tersebut diterima.

(J
b'

h.
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Pasal 5

(1) Permolhonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD
PBB, |JKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN
PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus
memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD
PBT3, STPD PBB, SKPDKB PBB, |3KPDKBT PBB, SKPDLB
PBT}, SKPDN PBB;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan
pengurangarr disertai alasan yarrg mendukung
per:mohonar.[nya;

c. diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan;

d. dilampiri asl.i SPPT PBB, SKPD PIIB, STPD PBB, SKPDKB
PBU, SKPDITIBT PBB, SKPDLB [:'BB, SKPDN PBB, yang
dim.ohonkan pengurangan;

e. Wajib Pajak tidak mengaju.l<an keberatan atau
mengajukan keberatan nalnun tidak dapat
dipr:rtimbang5kan, atas SPPT PBlEl, SKPD PBB, SKPDKB
PB[}, SKPDI(BT PBB, SKPDLB F,BB, AtAU SKPDN PBB,
dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan
adalah SPPII PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT
PBI], SKPDLI3 PBB, atau SKPDN P'tsB;

f. Wajib Paje& tidak mengaju"lran keberatan atau
mengajukan keberatan namun tidak dapat
dipr:rtimbanp;kan, atas SPPT PBE atau SKPD PBB yang
terl,rait den6;,an STPD PBB, dalam ha-l yang diajukan
penmohonan pengurangan adalah STPD PBB; dan

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajiib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat
l(uasa Kkrusus untuk :

a) Wajib Pajak badan; atau
b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih

harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.0O0.O0O,OO
(dua jr.:rta rupiah);

2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat
l<uasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak
:rang masih harus dibayal paling banyak Rp-
12.000.000,00 (dua juta rupiah).

(2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian
mencabut keberatar:rtya tersebut, ti<lak termasuk pengertian
Wajib PEak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.



(3) Permohonan pengurangarl SPPT PBB, SKPD PBB, STPD

PBB, S}KPDKB ]]BB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN
PBB, yang ti,rlak memenuhi per"syaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai
permoh.onan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada wajib Pqjak atau kuasanya diberitahukan secara
tertulisr disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitrrng sejak permohonan
tersebut diterirrra.

Pasal 6
Pemberian Pengurangan sebagaimana rlimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5 dapat rliberikan kepada Wajib Pajak :

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu
lainnya :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliPuti :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bi.ntang gerilya, atau
janda/durlanya diberikan sebesar 75 o/o (tujuh puluh
lima persen) dari PBB yang terutang.

b) Objek Ptrjak berupa lahan pertanian/perkebunanf
perikanar.r/peternakan yang hasilnya sangat' terbatas
)rang Wajib Pajaknya orang pribradi yang berpenghasilan
rendah diberikan pengurangalx sebesar paling tinggi
75% (tujul'r puluh lima persen).

c) Objek pa.iak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang

1:enghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan,
sehingga kewajiban membayi,r PBB sulit dipenr-rhi
diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh
puluh lirnia persen).

d) t)bjek PAiak yang Wajib Pajal.nya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar
PBB sulit dipenuhi diberikar). pengurangan sebesar
paling tinggi 75% (tujuh puluh llima persen).

e) t)bjek Pa"jak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) per meter persegirrya meningkat akibat
perubahan lingkungan da.n dampak positif
1:embangJnan diberikan pengurangan sebesar paling
l-inggi 7596 (tujuh puluh lima pe:rsen).

0 r)bjek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berupa cagar budaya yang tr:lah ditetapkan sebagai
lcangunan dan/atau lingkungarr cagar budaya diberikan
lf,engurangan sebesar 507o (limet puluh persen).
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2. Objek Pajak yang Wajib Pajakn:ya adalah Wajib Pajak
Baclan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi
keurajiban rrutin diberikan pengt,rrangan sebesar paling
tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

b. karenat kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangall
sebesar paling tinggi 100% (seratus prersen), meliputi :

1. dala.m hal olrjek pajak terkena bencana yang diakibatkan
oleh peristi'*ra atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam iEmtara lain gempa bumi, tsunami, gunung
meJ.etus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor
dan bencaneL lainnya.

2. dalem hal otrjek pajak terkena sebab lain yang luar biasa,
meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman danl wabah
harna tanarnLan.

Pasal 7
(1) Pengu.rangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan

kepada wajib p,ajak atas PBB yang terutang yang tercantum
dalam SPPT PBB dan /atau SKPD PBI3.

(2) PBB terutang y,ang tercantum dalam SKPD PBB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan
denda administratif.

(3) Apabila Pengurangan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6
yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan
pengurangan dr:nda administratif.

Pasal 8
(1) Pengurangan siebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat

diberil<an berdarsarkan permohonan Wajib Pajak.

{2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak
sebagaimana djimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum
dalam SKPD, PBB;

b. perseorangan atau kolektif untuLk PBB yang tercantum
dalam SPPT PBB.

Pasal 9
PermohonanL pengurangan yang diajuka-n secara perseorangan
sebagaimana dimaksi,"ud dalam Pasal 8 ay'at (2) harus memenuhi
persyaratan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dar' Pa.sal 5 .
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Pasal 10
(1) Pengura.ngan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka

waktu :

a. 3 (tiga) bulan t.erhitung sejak tanggal diterimanya sPPT PBB;

b. 1 (sertu) bularr terhitung sejak tareggal diterimanya SPKD
PBB;

c. 1 (szttu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat
Kepu.tusan Kelberatan PBB;

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana
alam;

e. 3 (tiga) buian terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain
yang luar triasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
mentrnjukkan dalam jangka wakt.u tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar keli:uasaannya.

(2) Tidak nremiliki tr:nggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas
objek p:rjak yang dimohonkan pengurelngan, kecuali dalam hal
objek prajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa.

(3) Tidak d:iajukan keberatan atas sPPT PBB atau SKPD PBB yang
dimohonkan penfJurangan, atau dalam hal diajukan keberataan
telah dirterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat
keputusian keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 1 1

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
adminis,tratif setlagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
dan permohon€tn pengurangan atau pembatalan SPPT PBB,
SKPD PBB, STTPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB,
SKPDLII PBB dzr.n SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2:, huruf b, dapat diajukan c,leh Wajib Pajak paling
banyak 2 (dua) 1.41i.

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukein permohonan kedua,
permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman
Surat K.eputusan atas permohonan yang pertama.

(3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (21

harus firemenuhi persyaratan sebagzrimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (i) <ian Pasal 5 ayat (1).

(4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai
permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan
kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara
tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan
tersebut diterimir.
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Pasal 12

Dokumen penduku:ng yang digunakan untuk mengajukan
permohonan pengurarlgan yang di4jukan secara perseorulngan

iebagaimaneL dimaksud dalam Pasal 9 , meliputi :

a. Wajib Pajeik Pribadli, meliPuti:

1. Objek Pajak yang wajib Pajaknya orang pribadi veteran
pejuanLg kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima
trttA^.iasa bintang gerilya, atau jandei/dudanya berupa :

a) f6t6rcop}r kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat
keputusan tentang pengakuein, pengesahan dan
penganugerethan gelar kehormatan dari pejabat yang
berwenang;

b) fotc,copy bukti pelunasan PBB tahurn pajak sebelumnya;

2. Objek Pajak .yang wajib Pajaknya orang pribadi yang
peighasilannya. semata-mata berasal dari pensiunan sehingga

kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :

a) fotc,copy sur;:rt keputusan pensiun;;
b) fotc,copy slip pensiun atau dokumi:n sejenis lainnya;
c) fotocopy kartu keluarga;
d) fotc,copy rekr,:ning listrik, air danf Lelepon;

"i fotc,copy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

3. Objek Pajak lrang wajib Pajaknya orang pribadi y_ang

beiperLghasilan rendah sehingga keivajiban membayar PBB

sulit dipenuhi beruPa :

a) surat perny.ataan dari wajib Prrjak yang menyatakan
bahrwa pengl.rasilan Wajib Pajak rendah;

b) fotc,copy kartu keluarga;

"i fotcrcopy rekening tagihan listrik, a-ir ltaglhan telepon;
d) fotocopy bukti pelunasan PBB tahr.rn pajak sebelumnya;
OU.|"t Pajak yarrg Wajib Pajaknya orang pribadi yang
beiperrghasilan rendah yang nilai jur;rl objek pajak per meter
persegi meningl[,rat akibat perrrbahan lingkungan dan dampak
positif pembangunan beruPa :

a) surat perny'ataan dari Wajib Fajak yang menyatakan
baLLwa pengkrasilan Wajib Pqiak rendah;

b) fotocopy SPF'T PBB tahun sebelumnya;
c) fotocopy kart.u keluarga;
d) fotcrcopy rekr:ning tagihan listrik, air ltaglhan telepon;
e) fotocopy bulr:ti pelunasan PBB tahtrn pajak sebelumnya;

Objek Pajak yang Waiib Pajaknya orang pribadi yang berupa

".[* budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan
dan/aLau lingkungan cagar budaya berupa surat ketetapan
sebagzLi cagar budaYa.

4.

5.
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b. Wajib Pajak Bada:n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf
a angka i2, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas
tahun Pr{ak sebr:lumnya sehingga l.idak dapat memenuhi
kewajibanL rutin, berupa :

1. fotocopy laporan keuangan tahun sebclumnya;
2. fotocopy SPT tahunan PPh tahun paja.k sebelumnya;
3. fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;

Pasal 13
Dokumen prendukurag untuk permohonan Wajib Pajak yang
diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena
bencana alarn atau sebab lain yang luar biasa berupa :

a. surat per-nyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek
pajaknya terkena trencana alam atau sebab lain yang luar biasa;

b. surat kel.erangan yang mendukung alasan permohonan dari
Lurah setempat ata.u instansi terkait;

Pasal 14
Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimanaL dimaks'ud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi
persyaratan dan data pendukung.

Pasal 15
Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

a. sebelum I]PPT PBII diterbitkan dalam ha1 kondisi tertentu yaitu
objek Pajrek yang rWajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang
kemerdekaan, veteran pembela kemerclekaan, penerirna tanda
jasa bintang gerilva, atau janda/dudztnya dengan PBB yang
terutang paling branyak Rp. 5OO.O0O.()0O,OO (lima ratus juta
rupiah).

b. Setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :

1. dalam hal konrlisi tertentu yaitu ,objek Pajak yang Weqiib

Pajakn,ya orang pribadi veteran pejuan:rg kemerdekaan, veterart
pembela kemer<lekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya,
atau .janda/duudanya dengan PBB yang terutang paling
banyal< Rp. 50u.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. Denga:n PBB yang terutang paling barayak Rp 200.000,00 (dua
ratus ribu rupierh), yaitu :

a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/
per:lkanan/pr:ternakan yang hasilnya sangat terbatas yang
Wa:iib Pajakrrya orarlg pribadi yang berpenghasilan rendah;

b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orarlg pribadi yang
pen.ghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;

c) objek Pajak yang Wajib Pajakn:ya orang pribadi yang
berpenghasinan rendah sehingga kewajiban membayar PBB
suliLt dipenukri;

d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasillan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
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per meter perseginya meninglrlat akibat perubahien
lingkungan d.,an dampak positif pernbangunan'

3. Dengan PBB yang terutang paling barLyak Rp. 5O0.000.OO0,0O
(lima rzrtus juta ruPiah), Yaitu :

a) dalaLm hal oblek pajak terkena benr:ana alam bencana yang
dial:ibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang
disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami,
gunung mela:tus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor;

b) dalerrn hal objek pajak terkena sebrab lain yang luar biasa,
meliputi keLr,iakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau
wabah hama tanaman.

Pasal 16
Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara

kolektif yaitu :

a. Permohonan penigurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimerna dima.lLrsud dalam Pasal 15 truruf a berupa:

1. satu pr:rmohon:rn untuk
pajak )rang sama;

beberapa objek pajak dengan tahun

2. diajukan secarEl tertulis dalam Bahasa
menca,nturnkan besarnya persenta.se
dimohon disertaLi alasan yang jelas;
diajuka.n kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran
Republ.ik Indonr:sia (LVRI) setempat atau pengurLls organisasi
terkait lainnya untuk pengajuan perrnohonan;
diajukan paling; lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun

Pajak J'ang bersangkutan;
tidak rnemiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas
objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

b. Permohorian pengurangan yang diajukan secara kolektif
sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa :

1. satu p,ermohonan untuk
yang sama;

beberapa SPPT PBB tahun Pajak

3.

4.

5.

Indonesia dengan
pengurangan yang

Indonesia dengan
penSurangan yang

2.

3.

d.iajukan secara tertulis dalam Bahasa
mencantumkan besarnya persentase
dimohon disertati alasan yang jelas;
diajukan kepada Bupati melalui :

a) pengurLts L,egiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)

sete:mpat atalu pengurus organisasi terkait lainnya untuk
pengajuan 6rermohonan sebagailnana dimaksud dalam
Pasal 15 hurufb angka 1;

b) Lurah set,r:mpat, untuk pengajuan permohonan
sebragaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka. 2
dan angka 3,

4. Diiampiri fotoccrpy SPPT PBB yang dirrnohonkan pengurangan;

{
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(3) Dalam .hal permiohonan pengurangan. tidak dipertimbangkan
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala
Dinas Pendapata.n dalam jangka 'r,vaktu paling lama 10
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut
diterima., harus rnemberitahukan secara tertulis disertai alasan
yang merndasari l<epada :

a. Wajib Pajak aLtau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan
secala perseorangan;

b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait
lainnya atau Lurah setempat dalam hal permohonan
diajukan secara kolektif.

Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat
dipertirribangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
ayat (2), Wajib Fajak masih dapat mengajukan permohonan
pengura.ngan kembali sepanjang memenuhi persyaratan
sebagairnana dirrraksud dalam Pasal 5 dan Pasal 12.

Pasal 19
Keputusian pe:rmohonan
mengabulkan s,:luruhnya
permohonan Wajib Pajak.

pengurangan dapat berupa
atau se:bagian atau menolak

Keputusran pengrrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berda'sarkan hasil penelitiaLn di Dinas, dan apabila
diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.
PenelitieLn sebagaimana dimaksud pr,tda ayat {2) dilakukan
berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam
laporan hasil peruelitian pengurangan F"BB.
Dalam hal dila}rukan penelitian di lapangan sebagaimana
dimaksud pada 'atyat (2J, Dinas harus l"erlebih memberitahukan
secara tertulis firengenai waktu pelaksanaan penelitian di
lapangan kepada :

a. Wajib Pajak atau kuasanya dalant permohonan diajukan
secala perseorangan;

b. Pengurus LVIiII atau organisasi terl<ait lainnya atau Lurah
dalarn hal perrnohonan diajukan secara kolektif.

Wajib Pajak \rang telah diberik.an suatu keputusan
sebagaimana dim:aksud pada ayat (1) tidak dapat lagi
mengajukan pennohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau
SKP PBB yang sa.:ma.

Pasal 2O
Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan iltas nama Bupati sesuai
kewenangannya ,rlalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitun.g sejak t:rnggal diterimanya permohonan pengurangan
harus member:i suatu keputusern atas permohonan
pen$ura:.n$an.

Apabila jangka 'waktu sebagaimana r,limaksud pada ayat (1)
telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan,
permoh,rnan pengurangan dianggap dikabulkan dan
diterbitkan keputr:san sesuai dengan permohonan Wqjib Pdak
dalam jangka waktu paling iama 1 (satu) bulan terhitung sejak
jangka rvaktu dinnaksud berakhir.

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)
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Pasal 21
Tanggal diterimanya permohonan pen6lurangan sebagaimana
dimaksud deLlam PasaLl 20 adalah :

a. tanggal l.anda pengiriman surat perr.nohonan pengurangan,
dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti
pengirimaLn surat;,atau

b. tanggal terima surat permohonan pengurarlgan dalam hal
diajukan secara l.angsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya
kepada Bupati melilui Kepala Dinas Pen<lapatan.

Pasal22
(1) Bentuk Keputusarn Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan Perkotaan secara perorangan dan Keputusan
Walikota tentang Pengurangan Pajalc Bumi dan Bangunan
Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala
Dinas.

(21 Bentuk Surat T\.rgas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19
ayat (3) ditetapkran lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(3) Bentuk Surat Pemberitahuan Penelitian di lapangan
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditetapkan
lebih lardut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23
(1) Bupati atas perrnintaan Wajib Pajak dapat mengurangkan

denda atau sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi. :

a. Denila atau sanksi administratif kenaikan sebesar 25 o/o

(dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang
tercantum dalam SKPDKB PBB sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 50 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten
Katirrgan NomLor 8 Tahun 2OLl tentang Pajak Daerah;

b. Dencla atau sanksi administratif sebesar 2%o (dua persen)
seba;gaimana dimaksud dalam Pas,al 50 ayat (1) Peraturan
Daerah Kaburpaten Katingan Nomor 8 Tahun 2}ll tentang
Pajal< Daerah;

(3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Wajib Pajak orarrg pribadi yang mengalami kesulitan keuangan
atau WzJ'ib Pajak Badan yang mengala:mi kesulitan likuiditas.

Pasal24
Permintaan pen.gurangan denda adrninistratif sebagaimana
dimaksud daian:L Pasal 23 ayat (1) dapat diqjukan secara
perseorangan ateru kolektif.
Permint.aan pengurangan denda adm,inistratif secara kolektif
sebagai:mana dirnaksud pada ayat (l) berlaku untuk Wajib
Pajak pribadi clengan pokok pajak paling banyak Rp.
10O.O00,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Permintaan pent:JLrrangan denda admLinistratif secara kolektif
sebagai.mana dirrraksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati
melalui Kepala Drinas Pendapatan.

(1)

(2)
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Pasal 25
(1) Perminta.an pengurangan denda adrninistratif sebagaimana

dimaksuid dalarn Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi
persyarertan sebagai berikut :

satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau
STPD' PBB, ke,::uali yang diajukan secara kolektif;
diajukan kepa<la Bupati;
diajukan secar:a tertulis dalam Bahasa Indonesia;
mengemukakaLn besarnya persentaise pengurangan denda
admi.nistratif Srang diminta disertai a-lasan yang jelas;
melarnpirkan surat kuasa khu:lus dalam hal surat
permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali
permintaan yang di4jukan secara kolektif;
melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda
admi.nistratif;

g. tidak memililrri tunggakan tahun-t.ahun sebelumnya dan
belurn kedalu:warsa menurut ketentuan perpajakan yang
berlaku;

h. permintaan pengurangan secara koiektif hanya untuk SPPT
danlatau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang
sama;

i. diajukan dalar:n jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan
pokoJk pajak yang dimintakan penglrrangan denda
administratif.

Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang
terutan6g, maka prokok pdak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.

Permintraan pengurangan denda adrninistratif sebagaimana
dimakstrd pada ayat (1) harus disertai dengan bukti
pendukung.

Pasal 26
Dalam hal pengajuan permintaan pengltrangan denda
administratif tiriak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walikota dapat meminta
kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan
dimaksud.
Atas permintaan sebagaimana dimaksr:d pada ayat (1) maupun
atas kr:sadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi
kekuranLgan persyaratart dimaksud dalam jangka waktu paling
lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan
pengura ngan derLda administratif oleh Walikota.
Permintaan pengurangan denda aclministratif yang tidak
memenuhi persy;,rratan sebagaimana dimaksud dalarr, Pasal 25
ayat (f) dan telah meiampaui riraktu 1(satu) bulan
sebagairnana din-Laksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai
surat permintaanl pengurangan dendil administratif sehingga
tidak da.pat diper ttimbangkan.

a.

b.
c.
d.

e.

f.

(21

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 27
Terhadap SPPI PBB atau SKPD PBB atar-r STPD PBB yang telah
diajukan per:mintaan pengurangan denda administratif tidak dapat
lagi diajukan permintaLan pengurangan denda administratif.

Pasal 28
Bukti pendu.kung permintaan pengurangie"n denda administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT PEB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan
pengurangan denda administratif;

2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lir:na) tahun sebelumnya,
atau bukti pehrnasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal
WaJib Pajak memiliki, menguasai darn/atau memanfaatkan
objek pajak yan{li bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan derrda administratif;

4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan
besarnlTa penghasilan dan/atau surert keterangan kesulitan
keuang;an dari Lurah I Kepala Desa;

b. Wajib PajaLk orang pribadi secara kolektif :

1. fotocopy SPPT,,'SKPD PBB/STPD I:,BB yang dimintakan
pengurangan denda administratif;

2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lirna) tahun sebelumnya
atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam ha1
Wajib Pajak memiliki, menguasai durn/atau memanfaatkan
objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan denda administratif;

4. surat )keterangern kesulitan keuangein dari Lurah/ Kepala
Desa;

c. Wajib PajeLk badan :

1. fotocopy SPPT PBB/ SKPD PBB/ STPD PBB yang dimintakan
pengurangan denda administratif;

2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya
atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hat
Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan
objek pajak yan{l bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;

3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan
pengurangan denda administratif;

4. fotocopy laporan keuangan.

Pasal 29
surat kuasa.khusus sebagaimana dimaksucl dalam pasal 25 ayat (1)
huruf e, berllaku untuk wajib Pajak orang pribadi dengan pokok
pajak paling sedikit R:p. 5.OOO.0OO,OO (lima juta rupiah) dan Wajib
Pdak badan.
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Pasal 3O
(1) Walikotra membe:rikan keputusan dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) krulan sejak tanggal diterimanya permintaan
pengur;mgan donda administratif yang telah melnsrluht
persyaratan sebaLgaimana dimaksud deilam Pasal 25 ayat (1).

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa
mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak
permint.aan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah terlampaui dan Walikota tidak rnemberi suatu keputusan
maka permintaam dianggap dikabulkan dengan menerbitkan
suatu keputusan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak.

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada heLsil peneli.tian.

Pasal 31

Bentuk Keputusan Bupati mengenai :

a. Pengurartgan atatl penghapusan sanksi administratif PBB atau
SKPD PBB atau S'|PD PBB;

b. Pengurarrgan ketetapan PBB yang tida,k benar atas SPPT PBB
atau SKFD PBB al;au STPD PBB;

c. Pembatalan keteterpan PBB yang tidak tr,enar atas SPPT PBB atau
SKPD PBB atau SIIPD PBB;

d. Pembatalan ketetapan PBB yang tidalc benar atas SPPT yang
secara kolektif;

ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Flendapatan;

BAB III
KEI'ENTUAN PEI{UTUP

Pasal 32

Hal-hal yan,B belum cukup diatur dalam Pr:raturan Bupati ini akan
diatur lebih lanjut olc,h Kepala Dinas Pender.patan.

Pasal 33

Peraturan Blupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013
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